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KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

Menimbang :

Mengingat :

SALINAN

NOMOR : KEP-38/NB.1/2021
TENTANG

PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI

DANA PENSIUN BTN
DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN

bahwa Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN sebagaimana
terakhir ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank
Tabungan Negara (Persero) Nomor 9/SK/DIR/HCSD/2020 tanggal 11
Mei 2020 telah memperoleh pengesahan dari Otoritas Jasa Keuangan
melalui Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor
KEP-44/NB.1/2020 tanggal 18 Mei 2020 tentang Pengesahan Atas
Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN;

bahwa Peraturan Dana Pensiun sebagaimana dimaksud dalam huruf a
telah diubah berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan
Negara (Persero) Nomor 08/SK/DIR/HCSD/2021 tanggal 20 April 2021
tentang Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN;

bahwa dengan surat Nomor 247 /DIR/HCSD/IV/2021 tanggal 23 April
2021 hal Permohonan Pengesahan Perubahan Peraturan Dana Pensiun
Pemberi Kerja dari Dana Pensiun BTN dan kelengkapan dokumen yang
diterima tanggal 30 April 2021 melalui Sistem Perizinan Lembaga Jasa
Keuangan (SIJINGGA), Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero)
selaku Pendiri Dana Pensiun BTN telah mengajukan permohonan

pengesahan atas perubahan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun
BTN;

bahwa permohonan pengesahan perubahan Peraturan Dana Pensiun
sebagaimana dimaksud dalam huruf c telah memenuhi persyaratan
berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana
Pensiun dan peraturan pelaksanaannya;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf
a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d tersebut di atas, dipandang perlu untuk
menetapkan Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan

tentang Pengesahan atas Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun
BTN.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 37, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3477);

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111 dan
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun
Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3507);

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.05/2016 tentang
Tata Cara Permohonan Pengesahan Pembentukan Dana Pensiun Pemberi
Kerja dan Pengesahan Atas Perubahan Peraturan Dana Pensiun dari
Dana Pensiun Pemberi Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5852);

Keputusan Presiden Nomor 87/P Tahun 2017 Tanggal 18 Juli 2017
tentang Pengangkatan dalam Keanggotaan Dewan Komisioner OJK;

. Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor

33/KDK.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Dewan Komisioner
Otoritas Jasa Keuangan;



Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

7. Keputusan Anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor

KEP-45/D.02/2017 Tentang Pendelegasian Wewenang Kegiatan
Operasional Otoritas Jasa Keuangan.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
TENTANG PENGESAHAN ATAS PERATURAN DANA PENSIUN DARI
DANA PENSIUN BTN.

Mengesahkan Peraturan Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN,
berkedudukan di Jakarta, yang ditetapkan dengan Surat Keputusan
Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) Nomor
08/SK/DIR/HCSD/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Peraturan
Dana Pensiun dari Dana Pensiun BTN.

Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-44 /NB.1/2020 tanggal
18 Mei 2020 tentang Pengesahan Atas Peraturan Dana Pensiun dari
Dana Pensiun BTN, dinyatakan tidak berlaku.

Apabila di kemudian hari diketahui terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya
sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

NO Ul W=

. Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan;

. Deputi Komisioner Pengawas Industri Keuangan Non Bank II;

. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank IA;
. Kepala Departemen Pengawasan Industri Keuangan Non Bank 2A;
. Direktur Kelembagaan dan Produk Industri Keuangan Non Bank;
. Direktur Pengawasan Dana Pensiun dan BPJS Ketenagakerjaan;

. Direksi PT Bank Tabungan Negara (Persero) selaku Pendiri Dana Pensiun
BTN.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Mei 2021

a.n. DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN
DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS IKNB I

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Administrasi

Departemen Pengawasan IKNB 1A ttd
RITAS ANGGAR B. NURAINI
KEUANGAN

Dwi Susilowati Retnoningrum



Bank @ BTN

SURAT KEPUTUSAN
NOMOR o& /SK/DIR/HCSD/2021

TENTANG
PERATURAN DANA PENSIUN BTN

DIREKSI PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

Menimbang . a

bahwa untuk menjamin kesinambungan penghasilan pegawai
setelah pensiun, telah didirikan Dana Pensiun BTN Program
Pensiun Manfaat Pasti;

bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan para pensiunan PT
Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Pendiri Dana Pensiun
telah menyetujui pemberian manfaat lain di tahun 2021 bagi para
pensiunan dengan tetap memperhatikan tingkat Rasio
Kecukupan Dana (RKD) Dana Pensiun BTN;

bahwa untuk keperluan dimaksud, perlu ditetapkan dengan
suatu Surat Keputusan Direksi.
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Mengingat

Memperhatikan

Menetapkan
KESATU

KEDUA

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 1992
tanggal 20 April 1992 tentang Dana Pensiun:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992
tanggal 25 Maret 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tanggal
10 November 1998;

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011
tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun
1992 tanggal 30 Nopember 1992 tentang Dana Pensiun Pemberi
Kerja dan peraturan pelaksanaannya;

Anggaran Dasar PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
berikut perubahannya

Ketetapan Direksi Nomor 02/DIR/KD/PPBD/2020 tanggal
22 September 2020 tentang Pedoman Kebijakan Tata Kelola
Perusahaan (PKTKP);

Peraturan Direksi Nomor 09/PD/DIR/PPBD/2020 tanggal 30
Desember 2020 tentang Pedoman Tata Kelola Kebijakan dan
Prosedur:

Peraturan Direksi Nomor Nomor 13/PD/DIR/PPD/2018 tanggal 6
Desember 2018 tentang Pedoman Kebijakan Human Capital.

Risalah Rapat Pendiri, Dewan Pengawas & Pengurus Dana
Pensiun BTN Nomor 01 tanggal 08 Maret 2021 perihal Pemberian
Manfaat Pensiun dan Pemberian Manfaat Lain.

Surat Direksi Pendiri Dana Pensiun Nomor 08/S/BP/DP-
BTN/II/2021 tanggal 23 Maret 2021 perihal Penyampaian
Keputusan Pendiri tentang Pemberian Tantiem Kepada Pengurus
dan Dewan Pengawas Dana Pensiun BTN tahun Buku 2020

MEMUTUSKAN

PERATURAN DANA PENSIUN BTN

Ketentuan tentang Peraturan Dana Pensiun Bank BTN adalah
sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan Direksi ini.

Keputusan Direksi Tentang Peraturan Dana Pensiun ini mulai
berlaku sejak tanggal pengesahan Otoritas Jasa Keuangan.
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KETIGA . Dengan berlakunya Keputusan Direksi ini maka Surat Keputusan
Direksi Nomor 09/SK/DIR/HCSD/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang
Peraturan Dana Pensiun BTN dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

lagi.

KEEMPAT : Ketentuan ini dilaksanakan dengan memperhatikan Good
Corporate Governance (GCG).

KELIMA : Agar seluruh pejabat dan pegawai Bank dapat mengetahui, maka

Surat Keputusan Direksi ini akan dimuat dalam Lembaran
Pengumuman Bank.

Ditetapkan di © Jakarta
Pada tanggal : 20 April 2021
DIREKSI

PT BANK TABUNGAN NEGARA (PERSERO) Tbk

T

Setiyo Wibowo Ellsabeth Novie Riswanti
Direktur Risk Management Direktur Wholesale Risk
and Transformation and Asset Management

|
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SK Direksi : 08 /SKIDIRIHCSD/2021 |

T l : 2021
Keputusan | pepstURAN DANA PENSIUN BTN e
Strategis Tgl. Revisi _ .
Halaman ; 1/23
BAB |
PENDAHULUAN
11. LATAR BELAKANG

1.2

Dana Pensiun BTN mengemban misi untuk mengelola dan mengembangkan dana yang
berasal dari iuran peserta dan pemberi kerja guna meningkatkan kesejahteraan para
pesertanya.

TUJUAN

Maksud pembentukan Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun
Manfaat Pasti, dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi Peserta
setelah purna bakti dan Pihak yang Berhak.

Paraf ;
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Tanggal : 2021
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21

2.2,

2.3.

24,

2.5.

BAB I
BATANG TUBUH
NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

21.1. Dana Pensiun ini menjalankan kegiatan dengan nama Dana Pensiun BTN
dan berkedudukan di Jakarta.

2.1.2. Kantor Cabang dan atau Perwakilan Dana Pensiun dapat didirikan di tempat lain
oleh Pengurus dengan persetujuan Pendiri, tanpa mengurangi perizinan untuk itu
dari instansi yang berwenang.

TANGGAL PEMBENTUKAN DAN JANGKA WAKTU

2.2.1. Dana Pensiun didirikan berdasarkan Peraturan Direksi Nomor 08/PD/BIDIR/0493
tanggal 15 April 1993 yang disahkan oleh Menteri Keuangan Rl Nomor KEP-
232/KM.17/1993 tanggal 13 Oktober 1993 yang merupakan kelanjutan dari Yayasan
Jaminan Hari Tua Karyawan PT Bank Tabungan Negara yang didirikan pada
tanggal 13 Oktober 1975 dengan akta Notaris Raden Soekarsono, SH tanggal 13
Oktober 1975 Nomor 01 (Tambahan Berita Negara tahun 1975 Nomor 93) yang
telah mengalami perubahan dengan Akta Notaris Ny.Hartati Marsono, SH tanggal
21 Februari 1987 Nomor 17 (Tambahan Berita Negara tahun 1987 Nomor 24) serta
perubahan terakhir dengan Surat Keputusan Direksi PT Bank Tabungan Negara
(Persero) Tbk. Nomor 09/SK/DIR/HCSD/2020 tanggal 11 Mei 2020 tentang
Peraturan Dana Pensiun BTN, yang telah mendapat pengesahan berdasarkan
Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Nomor KEP-44/NB.1/2020
tanggal 18 Mei 2020,

2.2.2.  Dana Pensiun ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.
ASAS

Dana Pensiun ini berasaskan Pancasila sebagai landasan idiil dan Undang-Undang Dasar
1945 sebagai landasan Konstitusional.

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud pembentukan Dana Pensiun adalah untuk menyelenggarakan Program Pensiun
Manfaat Pasti, dengan tujuan memberikan kesinambungan penghasilan bagi Peserta
setelah purna bakti dan Pihak yang Berhak.

PENDIRI

Pendiri Dana Pensiun adalah PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk yang berkedudukan
di Jakarta yang didirikan berdasarkan ketentuan hukum Indonesia sebagaimana Anggaran
Dasar yang diubah terakhir dengan Akta Pernyataan Keputusan Akta Pemyataan
Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Nomor 66 tanggal 23 Maret 2018 yang
dibuat oleh Ashoya Ratam, SH., M.Kn Notaris di Jakarta Selatan yang telah diterima
pemberitahuan perubahannya oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik
berdasarkan Surat Nomor AHU-AH.01.03-0158481 tanggal 21 April 2018.
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2.6. KEWAJIBAN PENDIRI

26.1.
26.2,
26.3.

264,

2.6.5.

26.86.

28.7.

2.6.8.

2.6.9.

2.6.10.

Pendiri wajib membayar iuran Pendiri,
Pendiri wajib memungut iuran Peserta,

Pendiri wajib menyetor seluruh iuran sebagaimana dimaksud dalam angka 2.6.1.
dan angka 2.6.2 kepada Dana Pensiun selambat-lambatnya tanggal 15 bulan
berikutnya.

Pendiri wajib mengakui sebagai utang atas iuran Peserta dan iuran Pendiri yang
belum disetor setelah melewati 2,5 bulan dari batas jatuh tempo.

Pendiri wajib membayar bunga atas utang iuran yang belum disetor setelah tanggal
jatuh tempo dengan tingkat bunga sebesar bunga deposito berjangka waktu 1 bulan
yang berlaku pada bank pemerintah yang paling tinggi dalam periode yang
bersangkutan.

Pendiri wajib melaporkan secara tertulis perubahan anggota Pengurus dan anggota
Dewan Pengawas kepada OJK.

Pendiri wajib menyampaikan kepada OJK perubahan arahan investasi selambat-
lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal perubahan,

Pendiri memberikan data Peserta dan Pihak yang Berhak yang berkaitan dengan
kepesertaannya kepada Dana Pensiun.

Pendiri wajib membayar denda atas keterlambatan Pengurus menyampaikan
laporan berkala kepada OJK serta menyampaikan copy bukti setoran denda
dimaksud sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

Pendiri wajib memperiihatkan buku, catatan dan dokumen serta memberikan
keterangan yang diperlukan kepada OJK dalam rangka pemeriksaan yang
dilakukan terhadap Dana Pensiun.

2.7.  HAK DAN WEWENANG PENDIRI

Pendiri menetapkan dan memberlakukan Peraturan Dana Pensiun beserta
Pendiri menunjuk dan memberhentikan anggota Pengurus dan anggota Dewan

Pendiri menunjuk dan mengubah penunjukan Penerima Titipan.
Pendiri menetapkan dan mengubah arahan investasi,

Pendiri mengesahkan laporan tahunan Pengurus dan Dewan Pengawas.

Pendiri menetapkan besamya honorarium, tunjangan dan fasilitas bagi anggota
Pengurus, serta menetapkan honorarium bagi anggota Dewan Pengawas,

271,
perubahannya.
2.7.2,
Pengawas.
273,
274,
2.7.5.  Pendiri menetapkan Rencana Bisnis.
2.78.
2717,
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Halaman : 4123

28. TANGGUNG JAWAB PENDIRI

Pendiri bertanggungjawab atas kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar
Manfaat Pensiun kepada Pensiunan/Peserta atau Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun
sesuai Peraturan Dana Pensiun.

29. PENGURUS
Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Pengurus :

291,

292,

283

294,

29.5,

2.96.

297,

2938.

299

2.9.10.

29.11.

Dalam rangka pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Pengurus.

Orang yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus harus memenuhi
persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan
pelaksanaannya.

Penunjukan dan pemberhentian Pengurus dimaksud angka 2.9.1 ditetapkan
dengan Surat Keputusan.

Jumiah Pengurus sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang dan sekurang-kurangnya 3
(tiga) orang, dengan susunan Direktur Utama dan beberapa Direktur.

Pengurus ditunjuk untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan setelah masa jabatan
tersebut berakhir Pengurus yang bersangkutan dapat diangkat kembali,

Pengurus dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan
secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya.

Dalam hal terjadi kekosongan Pengurus, Pendiri wajib menunjuk Pengurus
selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak terjadi kekosongan Pengurus dimaksud
untuk mengisi masa jabatan yang masih tersisa dari Pengurus yang digantikannya.

Selama Pendiri belum menunjuk Pengurus sebagaimana yang dimaksud angka
2.9.7 maka tugas dan fungsi dari jabatan pengurus yang lowong dapat dirangkap
oleh Pengurus yang ada, untuk jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan.

Jabatan Pengurus berakhir apabila :

2.9.9.1. Masa jabatan berakhir:

2.9.9.2. Meninggal dunia:

2.9.9.3. Mengundurkan diri:

2.9.9.4. Diberhentikan oleh Pendiri;

2.9.9.5. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
atau

2.9.9.6. Dana Pensiun bubar.
Setiap perubahan Pengurus wajib dilaporkan kepada OJK selambat-lambatnya 30
(tiga puluh) hari kerja sebelum berlakunya perubahan.

Pengurus tidak dapat merangkap jabatan sebagai pengurus dana pensiun lain atau
anggota Direksi Pemberi Kerja atau Direksi/jabatan eksekutif pada perusahan lain.
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2.10. KEWAJIBAN PENGURUS

2.10.1. Pengurus wajib mengelola Dana Pensiun dengan mengutamakan kepentingan
Peserta/Pensiunan dan Pihak yang Berhak atas Manfaat Pensiun.

2.10.2. Pengurus wajib menginvestasikan kekayaan Dana Pensiun sesuai arahan investas;
yang ditetapkan Pendiri,
2.10.3. Pengurus wajib memelihara buku catatan dan dokumen yang diperlukan dalam
rangka pengelolaan Dana Pensiun.
2.10.4. Pengurus wajib bertindak teliti, terampil, bijaksana dan cermat dalam melaksanakan
tanggung jawabnya mengelola Dana Pensiun,
2.10.5. Pengurus wajib merahasiakan keterangan pribadi yang menyangkut masing-masing
Peserta.
2.10.6. Pengurus wajib menyampaikan laporan kepada Pendiri yang terdiri dari :
2.10.6.1. Laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik, selambat-
lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun buku;
2.10.6.2. Laporan aktuaris sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun sekali dan setiap saat
apabila terjadi perubahan luran Peserta dan / atau Manfaat Pensiun,
selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tanggal valuasi,
2.10.7. Pengurus wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada OJK menurut jenis,
bentuk, susunan, dan waktu yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-
undangan di bidang dana pensiun.

2.10.8. Pengurus wajib menyampaikan kepada peserta mengenai :
2.10.8.1. Neraca dan perhitungan hasil usaha menurut bentuk, susunan dan waktu

berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
2.10.8.2. Hal-hal yang timbul dalam rangka kepesertaan dalam bentuk dan wakty
berdasarkan ketentuan perundang-undangan di bidang dana pensiun;
2.10.8.3. Setiap perubahan Peraturan Dana Pensiun;
2.10.8.4. Ringkasan hasil evaluasi Dewan Pengawas.

- 2.10.9. Pengurus wajib memberitahukan kepada OJK apabila Pendiri tidak membayar iuran
selama 3 (tiga) bulan berturut-turut,

2.10.10.Pengurus wajib mengumumkan pengesahan OJK atas Peraturan Dana Pensiun
dan perubahannya dengan menempatkan dalam Berita Negara Republik Indonesia.

2.10.11.Pengurus wajib mengumumkan perkembangan portofolio investasi dan hasilnya
kepada Peserta/Pensiunan setiap 6 (enam) bulan sekali serta melaporkannya
kepada Pendiri dan Dewan Pengawas.

2.10.12.Pengurus wajib untuk menyusun Rencana Bisnis untuk disetujui Dewan Pengawas
dan disampaikan ke OJK sesuai dengan peraturan di Bidang Dana Pensiun.

2.10.13.Rencana Bisnis sebagaimana tersebut pada angka 2.10.12 sebelum disampaikan
ke OJK harus terlebih dahulu mendapat penetapan dari Pendiri.
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211,

212

2.10.14.Pengurus wajib menyusun rencana investasi tahunan berdasarkan arahan investasi
yang ditetapkan Pendiri, yang paling sedikit memuat :

2.10.14.1.  Rencana komposisi jenis investasi;

2.10.14.2.  Perkiraaan tingkat hasil investasi untuk masing-masing jenis investasi:
dan

2.10.14.3.  Pertimbangan yang mendasari rencana komposisi jenis investasi.

2.10.15.Pengurus wajib menyusun tata cara bagi Peserta untuk menyampaikan pendapat
dan saran mengenai perkembangan portofolio investasi dan hasilnya dilaporkan
kepada Pendiri, Pengurus dan Dewan Pengawas.

2.10.16.Pengurus bersama Dewan Pengawas wajib membicarakan secara berkala
mengenai pendapat dan saran dari Peserta atas perkembangan portofolio investasi
dan hasilnya.

2.10.17.Pengurus atau pegawai yang membidangi investasi wajib memiliki kemampuan
yang memadai di bidang investasi dan/atau manajemen risiko serta wajib memenuhi
syarat keberlanjutan paling sedikit 1 (satu) kali dalam jangka waktu 1 (satu) tahun.

HAK DAN WEWENANG PENGURUS

2.11.1. Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Dana Pensiun, pengelolaan Dana Pensiun,
pengelolaan investasi dan menjamin keamanan kekayaan Dana Pensiun, Pengurus
dapat mengadakan perjanjian dengan pihak ketiga.

2.11.2. Pengurus membuat perjanjian penitipan kekayaan Dana Pensiun dengan Penerima
Titipan.

2.11.3. Pengurus melakukan tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun di dalam
dan di luar pengadilan serta tindakan hukum untuk dan atas nama Dana Pensiun
dapat diwakili oleh Direktur Utama dan/atau salah satu Direktur lainnya.

2.11.4. Pengurus wajib menerbitkan Surat Keputusan mengenai hak atas Manfaat Pensiun
Segera setelah menerima surat pemberitahuan dari Pemberi Kerja tentang
pemberhentian Karyawan.

2.11.5. Pengurus dapat mengangkat dan memberhentikan Karyawan Dana Pensiun serta
menetapkan gaji/penghasilan/imbalan jasa, tunjangan dan fasilitas lainnya baik
yang dibayarkan bulanan maupun dengan cara lainnya bagi Karyawan Dana
Pensiun dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.

2.11.6. Anggota Pengurus memperoleh honorarium, tunjangan dan fasilitas yang jenis dan
besarnya ditetapkan oleh Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.

2.11.7. Pengurus berhak meminta data dan keterangan lainnya mengenai kepesertaan
kepada Pendiri dan Peserta,

TANGGUNG JAWAB PENGURUS :

2.12.1. Pengurus bertanggung jawab atas pengelolaan Dana Pensiun sesuai Peraturan
Dana Pensiun, Undang-Undang Dana Pensiun dan peraturan pelaksanaannya.
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2.12.2. Dalam melakukan tugasnya Pengurus bertanggung jawab kepada Pendiri,

2123

2124,

Pengurus, masing-masing atau bersama-sama, bertanggung jawab secara pribadi
atas segala kerugian yang timbul pada kekayaan Dana Pensiun akibat tindakan
Pengurus yang melanggar atau melalaikan tugas dan/atau kewajibannya
sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Dana Pensiun, Undang-Undang Dana
Pensiun dan peraturan pelaksanaannya, serta wajib mengembalikan kepada Dana
Pensiun segala kenikmatan yang telah diperoleh secara melawan hukum atas
kekayaan Dana Pensiun.

Dalam hal salah seorang anggota Pengurus berhalangan menjalankan tugasnya
maka anggota Pengurus lainnya bertanggung jawab untuk menjalankan kewajiban
dan tanggung jawab dari Pengurus yang berhalangan tersebut.

2.13. RAPAT PENGURUS

2131,

2.13.2

2.13.3

2134

Pengurus wajib mengadakan rapat sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali atau
setiap saat apabila dianggap perlu.

Semua keputusan diambil dengan hikmah musyawarah untuk mufakat, dan jika
tidak terdapat persesuaian pendapat, maka keputusan diambil berdasarkan suara
terbanyak, dan jika jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya,
maka pimpinan rapat yang akan memutuskan,

Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat pengurus wajib
dicantumkan secara jelas dalam risalah rapat pengurus disertai alasan perbedaan
pendapat tersebut.

Hasil rapat Pengurus harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh
Ketua Rapat dan/atau oleh seorang anggota Pengurus yang khusus ditunjuk oleh
rapat untuk maksud itu,

2.14. DEWAN PENGAWAS
Penunjukan, Keanggotaan dan Masa Jabatan Dewan Pengawas :

2.14.1.

2.14.2,
2.14.3.

2.144.

2.14.5,

Dalam rangka pengawasan pengelolaan Dana Pensiun, Pendiri menunjuk Dewan
Pengawas.

Penunjukan Dewan Pengawas ditetapkan dengan surat Keputusan Pendiri.

Jumlah Dewan Pengawas sebanyak-banyaknya 6 (enam) orang dan sekurang-
kurangnya 4(empat) orang yang terdiri dari seorang ketua dan anggota-anggota.

Dewan Pengawas terdiri dari Wakil Pemberi Kerja dan Wakil Peserta/Pensiunan
dalam jumlah yang sama.

Dewan Pengawas yang mewakili Peserta sebagaimana dimaksud dalam angka
2.14.4 adalah Karyawan yang menjadi Peserta dan/atau Pensiunan yang diajukan/
diusulkan dari Peserta.
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2.14.6. Mekanisme penyampaian usulan dari Peserta dan penetapan Pendiri atas Anggota
Dewan Pengawas dari wakil Peserta sebagaimana dimaksud pada angka 2.14.5
ditetapkan dalam Pedoman Tata Kelola Dana Pensiun.

2.14.7. Dalam hal jumlah Pensiunan lebih dari 50 (lima puluh) orang dan Dewan Pengawas
yang mewakili Peserta lebih dari 1 (satu) orang, maka wakil Peserta dalam Dewan
Pengawas sekurang-kurangnya 1 (satu) orang harus berasal dari Pensiunan.

2.14.8. Direksi dari Pemberi Kerja tidak dapat ditunjuk sebagai wakil Peserta dalam Dewan
Pengawas.

2.14.9. Dewan Pengawas yang mewakili Pemberi Kerja dapat berasal dari Direksi Pemberi
Kerja atau dari Karyawan.

2.14.10.Dewan Pengawas tidak dapat merangkap jabatan sebagai Pengurus.

2.14.11.Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun, dan setelah masa
jabatan tersebut berakhir, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan dapat
ditunjuk kembali.

2.14.12.Anggota Dewan Pengawas dapat mengundurkan diri dari jabatannya dengan
memberitahukan secara tertulis kepada Pendiri selambat-lambatnya 30 (tiga puluh)
hari sebelumnya.

2.14.13.Dalam hal terjadi lowongan keanggotaan Dewan Pengawas, Pendiri wajib menunjuk
anggota Dewan Pengawas selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sejak terjadinya
lowongan anggota Dewan Pengawas dimaksud untuk mengisi masa jabatan yang
masih tersisa dari Dewan Pengawas yang digantikannya.

2.14.14.Jabatan Keanggotaan Dewan Pengawas berakhir apabila :
2.14.14.1. Masa jabatan berakhir:
2.14.14.2. Meninggal dunia;
2.14.14.3. Mengundurkan diri
2.14.14.4. Diberhentikan oleh Pendiri:
2.14.14.5. Dijatuhi hukuman pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

2.14.14.6. Wakil pemberi kerja tidak lagi menjabat sebagai anggota Direksi setelah
mendapatkan keputusan pemberitahuan dari RUPS Bank.

2.14.14.7. Wakil Peserta yang bersangkutan berhenti bekerja bukan karena
pensiun; atau

2.14.14.8. Badan hukum Dana Pensiun berakhir.

2.14.15.Setiap perubahan anggota Dewan Pengawas wajib dilaporkan kepada OJK
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal perubahan.

2.15. KEWAJIBAN DEWAN PENGAWAS
2.15.1. Dewan Pengawas wajib melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun.
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2.16.

217.

2.18.

2.15.2. Dewan Pengawas bersama Pengurus wajib membicarakan secara berkala
mengenai pendapat dan saran dari peserta atas perkembangan portofolio investasi
dan hasilnya.

2.15.3. Dewan Pengawas waijib menyampaikan laporan tahunan secara tertulis atas hasil
pengawasannya kepada Pendiri selambat-lambatnya 5 (lima) bulan setelah tahun
buku berakhir dan salinannya diumumkan agar Peserta dapat mengetahuinya.

2.15.4. Dewan Pengawas wajib mengevaluasi kinerja investasi Dana Pensiun sekurang-
kurangnya 2 (dua) kali untuk satu tahun buku yang didasarkan pada :
2.15.4.1. Laporan Realisasi Rencana Bisnis Semesteran; dan
2.15.4.2. Pendapat dan saran Peserta kepada Pendiri, Dewan Pengawas dan
Pengurus mengenai perkembangan portofolio dan hasil investasi
kekayaan Dana Pensiun.

2.15.5. Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan evaluasi kinerja investasi Dana
Pensiun tahunan dan penyampaiannya kepada OJK melalui Laporan Teknis yang
dibuat oleh Pengurus paling lambat tanggal 30 April tahun berikutnya.

HAK DAN WEWENANG DEWAN PENGAWAS
2.16.1. Dewan Pengawas berwenang untuk menyetujui Rencana Bisnis Dana Pensiun.

2.16.2. Dewan Pengawas berwenang menunjuk aktuaris dan akuntan publik.

2.16.3. Anggota Dewan Pengawas, masing-masing atau bersama-sama berhak
memasuki  gedung-gedung,  kantor-kantor dan halaman-halaman  yang
dipergunakan oleh Dana Pensiun, dan berhak untuk memeriksa buku-buku dan
dokumen-dokumen dan surat Dana Pensiun, memeriksa keadaan kas untuk
keperluan verifikasi oleh anggota Dewan Pengawas maupun tenaga ahli yang
membantu atas biaya Dana Pensiun dan Pengurus wajib memberikan keterangan
tentang Dana Pensiun yang dikehendaki oleh Dewan Pengawas atau tenaga ahli
yang membantunya.

2.16.4. Dewan Pengawas berhak meminta keterangan kepada Pengurus yang berkenaan
dengan Dana Pensiun.

2.16.5. Anggota Dewan Pengawas menerima honorarium yang besamya ditetapkan oleh
Pendiri dan dibebankan sebagai biaya Dana Pensiun.

TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS

Dalam melakukan pengawasan atas pengelolaan Dana Pensiun, Dewan Pengawas
bertanggung jawab kepada Pendiri.

RAPAT DEWAN PENGAWAS

2.18.1. Dewan Pengawas wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas secara berkala
paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.

2.18.2. Dewan Pengawas Dana Pensiun wajib menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas
dengan mengundang Pengurus paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
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2.18.3. Anggota Dewan Pengawas Dana Pensiun wajib menghadiri rapat Dewan Pengawas
paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah rapat Dewan Pengawas
dalam periode 1 ( satu) tahun.

2.18.4, Perbedaan pendapat yang terjadi dalam keputusan rapat Dewan Pengawas wajib
dicantumkan secara jelas dalam Risalah Rapat Dewan Pengawas disertai alasan
perbedaan pendapat tersebut.

2.18.5. Rapat Dewan Pengawas dipimpin oleh Ketua Dewan Pengawas atau apabila Ketua
Dewan Pengawas berhalangan hadir, maka rapat dipimpin oleh salah seorang
anggota Dewan Pengawas.

2.18.6. Rapat Dewan Pengawas sah apabila lebih dari setengah jumlah anggota Dewan
Pengawas hadir.

2.18.7. Keputusan rapat Dewan Pengawas diambil berdasarkan musyawarah dan apabila
dengan cara demikian tidak diperoleh kesepakatan, maka keputusan diambil
berdasarkan suara terbanyak dari suara yang sah dan setiap anggota Dewan
Pengawas berhak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.

2.18.8. Dalam hal jumlah suara yang setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka
keputusan diambil oleh rapat berdasarkan keputusan Ketua Dewan Pengawas.

2.18.9. Hasil rapat harus dibuatkan suatu notulen yang wajib ditandatangani oleh ketua
rapat dan oleh seorang anggota Dewan Pengawas yang khusus ditunjuk oleh rapat
untuk maksud itu.

2.18.10.Keputusan-keputusan  Dewan Pengawas dapat pula  diambil tanpa
menyelenggarakan rapat Dewan Pengawas dengan catatan semua anggota Dewan
Pengawas telah diberitahukan secara tertulis tentang usul yang bersangkutan dan
lebih dari setengah jumiah anggota Dewan Pengawas menyetujui usul tersebut
secara tertulis.

2.19. KEKAYAAN DANA PENSIUN

2.19.1. Kekayaan Dana Pensiun dihimpun dari :
2.19.1.1. luran Pendiri:
2.19.1.2. luran Peserta:
2.19.1.3. Hasil investasi: atau
2.19.1.4. Pengalihan dari dana pensiun lain.

2.19.2. Kekayaan Dana Pensiun terpisah dari kekayaan Pemberi Kerja.

2.19.3. Kekayaan Dana Pensiun dikembangkan sesuai arahan investasi yang ditetapkan
Pendiri.

2.19.4. Kekayaan Dana Pensiun tidak dapat diagunkan sebagai jaminan pinjaman atau
dipinjamkan dalam bentuk apapun kecuali dalam bentuk investasi yang
diperkenankan menurut peraturan perundang-undangan di bidang dana pensiun,
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2.195. Pengelolaan kekayaan Dana Pensiun dapat dialihkan oleh Pengurus kepada
lembaga keuangan yang memenuhi ketentuan perundang-undangan di bidang dana
pensiun.

2.19.6. Kekayaan yang berkaitan dengan investasi di pasar modal dititickan kepada
Penerima Titipan.

PEDOMAN PENGGUNAAN JASA PENERIMA TITIPAN
2.20.1. Penerima Titipan ditunjuk oleh Pendiri dengan surat penunjukan.

2.20.2. Pelaksanaan penggunaan jasa Penerima Titipan sebagaimana dimaksud dalam
angka 2.20.1 sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara Pengurus dan Penerima

Titipan.

2.20.3. Setiap perubahan perjanjian penitipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh
Pengurus kepada OJK selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum
berlakunya perubahan,

2.20.4. Setiap perubahan penunjukan Penerima Titipan wajib dilaporkan secara tertulis oleh
Pendiri kepada OJK selambat - lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum
berlakunya perubahan.

2.20.5. Perjanjian antara Pengurus dan Penerima Titipan sekurang-kurangnya memuat :

2.20.5.1. Tugas, wewenang dan tanggung jawab Penerima Titipan;

2.20.5.2. Biaya penitipan yang dibebankan kepada Dana Pensiun: dan

2.20.5.3. Pemyataan Penerima Titipan untuk memberikan informasi dan
menyediakan buku, catatan, dan dokumen yang berkenaan dengan
kekayaan Dana Pensiun yang dititipkan dalam rangka pemeriksaan, baik
yang dilakukan oleh OJK, atau oleh akuntan publik dan/atau oleh aktuaris
yang ditunjuk OJK atau oleh Dewan Pengawas maupun oleh auditor yang
ditunjuk Dewan Pengawas.

KEPESERTAAN

2.21.1. Sefiap Karyawan yang telah berusia 18 tahun atau telah menikah dan telah
mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun dan atau telah berstatus sebagai Karyawan
tetap yang telah mendaftar pada Dana Pensiun pada saat Ketetapan Direksi
No.31/DIR/DSDM/2008 tanggal 17 Maret 2008, disahkan oleh Menter; Keuangan
yaitu tanggal 04 Juni 2008, serta memenuhi persyaratan dari Pemberi Kerja berhak
menjadi Peserta.

2.21.2. Untuk menjadi Peserta sebagaimana angka 2.21.1 Karyawan wajib mendaftarkan
diri dan menyatakan kesediaannya untuk dipotong gajinya guna membayar iuran
kepada Dana Pensiun.

2.21.3. Kepesertaan pada Dana Pensiun dimulai sejak Karyawan terdaftar sebagai Peserta
dan berakhir pada saat Peserta meninggal dunia atau Peserta yang bersangkutan
telah mengalihkan haknya ke dana pensiun lain.
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2.214. Setiap Peserta diberikan bukt kepesertaan dari Dana Pensiun.

2.21.5. Seorang Peserta tidak dapat mengundurkan diri atau menuntut haknya dari Dana
Pensiun apabila ia masih memenuhi syarat kepesertaan.

2.22. MASA KERJA

2.22.1. Masa Kerja yang dihitung dalam perhitungan Manfaat Pensiun adalah Masa Kerja
Peserta yang ditetapkan oleh Pendiri,

2.22.2. Pengakuan Masa Kerja tersebut baik lebih atau kurang tergantung pada besarnya
kecukupan dana yang dialihkan ke Dana Pensiun.

2.22.3. Dalam hal Karyawan sebelumnya telah menjadi Peserta pada Dana Pensiun
Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun, dan dana yang
dialihkan tersebut melebihi kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana Pensiun,
maka Masa Kerja di luar Pemberi Kerja tersebut diperhitungkan lebih lama dari
Masa Kerja yang sebenarnya.

2.22.4. Dalam hal Karyawan sebelumnya telah menjadi Peserta pada Dana Pensiun
Pemberi Kerja lain dan mengalihkan dananya kepada Dana Pensiun dan dana yang
dialinkan tersebut kurang dari kecukupan dana berdasarkan Peraturan Dana
Pensiun, maka kekurangannya tersebut menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja
atau akan mengurangi Masa Kerja sebenarnya berdasarkan keputusan Pemberi
Kerja.

2.22.5. Dalam hal Karyawan sebelumnya tidak menjadi Peserta pada Dana Pensiun
Pemberi Kerja lain, maka pengakuan Masa Kerja di luar Pemberi Kerja dimaksud
berdasarkan keputusan Pemberi Kerja.

2.22.6. Dalam hal Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 2.22.5 diakui, baik
sebagian maupun seluruhnya, maka konsekuensi pendanaan atas pengakuan
Masa Kerja tersebut menjadi tanggung jawab Pemberi Kerja.

2.22.7. Untuk menetapkan besamya Manfaat Pensiun, Masa Kerja ditetapkan dalam
bulanan bulat, dengan ketentuan Masa Kerja 1 (satu) hari atau lebih dibulatkan
menjadi 1 (satu) bulan penuh.

2.23. IURAN

2.231. Setiap Karyawan yang menjadi peserta wajib membayar luran Pensiun sebesar 5%
(lima perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

2.23.2. luran Karyawan yang menjadi Peserta dimulai pada bulan sejak Karyawan terdaftar
sebagai Peserta. dan berakhir pada saat Peserta berhenti bekerja atau pensiun atau
meninggal dunia.

2.23.3. Pendiri wajib membayar iuran yang besarnya ditetapkan berdasarkan perhitungan
aktuaria.

2.23.4. luran Pendiri terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan.
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2.235. Pendiri wajib menyetor seluruh iuran Peserta yang dipungutnya dan iuran Pendiri
kepada Dana Pensiun setiap bulan selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas)
bulan berikutnya.

2.238. luran Peserta dan iuran Pendiri yang belum disetor setelah melampaui 2,5 (dua
setengah) bulan sejak jatuh tempo, dinyatakan :

2.236.1,

2.236.2.

2,24, USIA PENSIUN
2.24.1. Usia pensiun normal ditetapkan 56 (lima puluh enam) tahun.

Sebagai hutang Pendiri yang dapat segera ditagih dan dikenakan Bunga
yang Layak yang dihitung sejak hari pertama dari bulan sebagaimana
dimaksud dalam angka 2.23.5: dan

Sebagai piutang Dana Pensiun yang memiliki hak utama dalam
pelaksanaan eksekusi putusan pengadilan, apabila Pendiri dilikuidasi.

2.24.2. Usia pensiun dipercepat ditetapkan sekurang-kurangnya 46 (empat puluh enam)

tahun.

2.25. HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PESERTA
2.25.1. Hak Peserta

2.25.2,

2.25.1.1.

2.25.1.2.

2.25.1.3.

2.25.14.

2.25.1.5.

2.25.18.

2.261.7,

Peserta berhak menyampaikan pendapat dan saran mengenai
perkembangan portofolio investasi dan hasilnya kepada Pendiri, Dewan
Pengawas dan Pengurus;

Peserta berhak atas Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun
Dipercepat atau Manfaat Pensiun Cacat atau Pensiun Ditunda ;

Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usia pensiun normal
berhak atas Manfaat Pensiun Normal

Peserta yang berhenti bekerja dan telah mencapai usai pensiun
dipercepat tetapi belum mencapai usia pensiun normal berhak atas
Manfaat Pensiun Dipercepat;

Peserta yang berhenti bekerja karena Cacat berhak atas Manfaat Pensiun
Cacat;

Peserta yang berhenti bekerja dan belum mencapai usia pensiun
dipercepat dan telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3
(tiga) tahun, berhak atas Pensiun Ditunda: dan

Peserta yang berhenti bekerja dan memiliki masa kepersertaan kurang 3
(tiga) tahun, berhak atas iuran Peserta ditambah bunga yang layak selama
periode kepesertaan dan dibayarkan secara sekaligus.

Kewajiban Peserta :

2.25.2.1.

Menandatangani Kartu Tanda Peserta dan persetujuan terhadap
peraturan Dana Pensiun:
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2.26.

2.27.

2,28

2.29.

2.25.2.2. Memberikan data kepesertaan yang diperlukan oleh Pengurus:
2.25.2.3. Membayar iuran Peserta;

2.25.2.4. Mendaftarkan istri/suami dan Anak serta melaporkannya setiap terjadi
perubahan susunan keluarga; dan

2.25.2.5. Mentaati Peraturan Dana Pensiun.
2.25.3. Tanggung jawab Peserta :

2.25.3.1. Bertanggung jawab atas kebenaran data/keterangan yang diberikan
kepada Dana Pensiun dalam rangka administrasi kepesertaan: dan

2.25.3.2. Bertanggung jawab atas hal-hal yang telah disepakati dalam Peraturan
Dana Pensiun.

RUMUS MANFAAT PENSIUN
Rumus Manfaat Pensiun ditetapkan F x MK x PhDP, dengan ketentuan :

2.26.1. F adalah Faktor Penghargaan Pertahun Masa Kerja, ditetapkan sebesar 2,5% (dua
setengah perseratus).

2.26.2. MK adalah Masa Kerja pada Bank yang termasuk Masa Kerja diluar Bank yang
dapat diakui Bank dengan ketentuan setinggi-tingginya 32 (tiga puluh dua) tahun.
Bagi peserta yang memiliki masa kerja lebih dari 32 (tiga puluh dua) tahun tidak
dibebaskan dari kewajiban membayar iuran pensiun.

2.26.3. Penghasilan Dasar Pensiun (PhDP) adalah 50 % (lima puluh perseratus) dari gaji
pokok (clean wage) bulan terakhir Karyawan.

2.26.4. Ketentuan tersebut pada angka 2.26.3 ini berlaku sejak tanggal 01 Januari 2010.

2.26.5. Besarnya Manfaat Pensiun setinggi-tingginya 80% (delapan puluh perseratus) dari
Penghasilan Dasar Pensiun.

2.26.6. Manfaat Pensiun dibayar secara bulanan.
MANFAAT PENSIUN NORMAL

2.27.1. Besarnya Manfaat Pensiun Normal (MPN) dihitung dengan rumus :
MPN =2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun.

2.27.2. Besamya Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam angka 2.27.1 setinggi-
tingginya 80% (delapan puluh perseratus) dari Penghasilan Dasar Pensiun.

MANFAAT PENSIUN DIPERCEPAT

Besarnya Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) sebulan dihitung dengan menggunakan
rumus : MPD=Nilai Sekarang x (2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun).

PENSIUN DITUNDA
2.29.1. Besamya hak atas Pensiun Ditunda (PD) dihitung dengan menggunakan rumus:
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2292,

2.29.3.

2.294,

2.29.5.

PD = Nilai Sekarang x (2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun).

Pensiun Ditunda sebagaimana dimaksud dalam angka 2.29.1 dibayarkan apabila
Peserta mencapai usia pensiun dipercepat atau setelahnya berdasarkan pilihan
Peserta.

Berdasarkan pilihan Peserta, hak atas Pensiun Ditunda dapat :
2.29.3.1. Tetap berada di Dana Pensiun:

2.29.3.2. Dialihkan ke Dana Pensiun Pemberi Kerja lain; atau
2.29.3.3. Dialihkan kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan,

Dengan ketentuan Peserta masih hidup dalam waktu 30 (tiga puluh) hari
setelah berhenti bekerja,

Dalam hal Peserta memiliki hak atas Pensiun Ditunda dialihkan ke Dana Pensiun
Pemberi Kerja lain atau dialihkan ke Dana Pensiun Lembaga Keuangan, hak atas
dana yang dialihkan adalah Nilai Sekarang dari Pensiun Ditunda pada saat
pengalihan.

Dalam hal Nilai Sekarang dari hak atas Pensiun Ditunda dari Peserta berhenti
bekerja kurang dari atau sama dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah), hak
atas Pensiun Ditunda tersebut dapat dibayarkan sekaligus pada saat karyawan
berhenti bekerja.

2.30. MANFAAT PENSIUN CACAT

2.30.1.

2.30.2.

Besarnya Pensiun Cacat (MPC) dihitung dengan menggunakan rumus °
MPC = 2,5% x Masa Kerja x Penghasilan Dasar Pensiun.

Masa Kerja sebagaimana dimaksud dalam angka 2.30.1 diakui/dihitung seolah-olah
Peserta mencapai usia pensiun normal.

2.31. MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA DAN MANFAAT PENSIUN ANAK

2.31.1,

2.31.2,

2.31.3.

2314,

Dalam hal Peserta/mantan Karyawan/Pensiunan meninggal dunia, maka
Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun Janda/Duda,

Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda, atau
Janda/Duda meninggal dunia atau Janda/Duda kawin lagi, maka Manfaat Pensiun
dibayarkan kepada Anak.

Manfaat Pensiun Anak sebagaimana dimaksud angka 2.31.2 ini waijib dibayarkan
sampai Anak tersebut mencapai usia. sekurang-kurangnya 21 (dua puluh satu)
tahun dan dapat dilanjutkan sampai mencapai usia 25 (dua puluh lima) tahun
dengan ketentuan belum pernah menikah.

Dalam hal penerima Manfaat Pensiun Anak mengalami Cacat sebelum melampaui
batas usia Manfaat Pensiun Anak, Manfaat Pensiun tersebut dibayarkan sampai
Anak usia 30 (tiga puluh) tahun.
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2.32. BESARNYA MANFAAT JANDA/DUDA DAN MANFAAT PENSIUN ANAK

2.32.1,

2322,

2.32.3.

2.324.

2325,

Dalam hal Peserta meninggal dunia maka Manfaat Pensiun yang dibayarkan
kepada Janda/ Duda atau Anak yang sah adalah sebesar 100% (seratus
perseratus) dari yang seharusnya dibayarkan kepada Peserta apabila yang
bersangkutan berhenti bekerja/pensiun sesaat sebelum meninggal dunia dengan
ketentuan bahwa Masa Kerja yang diperhitungkan dalam menghitung besarnya
Manfaat Pensiun tersebut termasuk masa sampai dengan tanggal Peserta
mencapai usia pensiun normal.

Dalam hal Peserta meninggal dunia sebelum mencapai usia pensiun dipercepat,
Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam angka 2.32.1 berdasarkan pilihan
Janda/Duda atau Anak dapat dibayarkan secara sekaligus.

Peserta yang berstatus Pensiun Ditunda yang meninggal dunia sebelum menerima
pembayaran manfaat Pensiun, maka Janda/Duda berhak atas Manfaat Pensiun
sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) dari Manfaat Pensiun yang seharusnya
dibayarkan kepada Peserta apabila Peserta Pensiun sesaat sebelum berhenti
bekerja, dengan ketentuan Masa Kerja dihitung sampai dengan saat berhenti
bekerja.

Dalam hal Peserta yang berstatus Pensiunan meninggal dunia, maka Manfaat
Pensiun yang dibayarkan kepada Janda/Duda sebesar 70%  (tujuh puluh
perseratus) dari Manfaat Pensiun yang diterima oleh Pensiunan dan dimulai 3 (tiga)
bulan setelah Pensiunan meninggal dunia Masa tenggang 3 (tiga) bulan tetap
dibayarkan 100% (seratus perseratus) dari yang diterima Pensiunan.

Besarnya Manfaat Pensiun Anak sama dengan besarnya Manfaat Pensiun
Janda/Duda.

2.33. PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN SECARA SEKALIGUS

2.33.1,

2332,

2.33.3.

Dalam hal besamya Manfaat Pensiun bulanan sama dengan besarnya Manfaat
Pensiun yang dapat dibayarkan secara sekaligus berdasarkan ketentuan
perundang-undangan di bidang dana pensiun, maka kepada Peserta atau
Janda/Duda atau Anak yang berhak atas Manfaat Pensiun, Nilai Sekarang dari
Manfaat Pensiun dapat dibayarkan secara sekaligus.

Berdasarkan pilihan Peserta pada saat Peserta berhenti berkerja atau bagi
Janda/Duda atau bagi Anak pada saat Peserta meninggal dunia, untuk menerima
pembayaran manfaat Pensiun secara sekaligus sebanyak-banyaknya 20% (dua
puluh perseratus) dari Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dan sisanya 80%
(delapan puluh perseratus) dibayarkan secara bulanan.

Dalam hal Peserta meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda dan Anak,
maka Nilai Sekarang dari Manfaat Pensiun dibayarkan secara sekaligus kepada
Pihak yang Ditunjuk.
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2.334. Dalam hal pembayaran Manfaat Pensiun kepada Pensiunan, Janda/Duda dan Anak
telah berakhir, dan temyata jumlah seluruh Manfaat Pensiun yang telah dibayarkan
kurang dari jumlah akumulasi iuran Peserta beserta hasil pengembangannya
sampai pada saat dimulai pembayaran Manfaat Pensiun, maka selisih jumlah
tersebut wajib dibayarkan sekaligus kepada ahli waris yang sah dari Peserta.

2.33.5. Pembayaran Manfaat Pensiun dapat dilakukan secara sekaligus diluar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, dalam hal Peserta atau Pihak yang
Berhak:

2,33.5.1. Dalam kondisi sakit parah dan mengalami kesulitan keuangan yang
didukung dengan dokumen yang membuktikannya antara lain berupa
surat keterangan dari rumah sakit yang menunjukkan peserta sakit parah
dan surat pernyataan diri yang diketahui pejabat kelurahan atay
kecamatan bahwa peserta sedang mengalami kesulitan keuangan:

2.33.5.2. Merupakan warga negara Indonesia yang berpindah warga negara; atau

2.33.5.3. Merupakan warga negara asing yang telah berakhir masa kerjanya dan
tidak bekerja lagi di Indonesia.

2.34. NILAI SEKARANG

Nilai Sekarang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Dana Pensiun ini ditetapkan oleh
aktuaris dengan menggunakan asumsi aktuaria yang sama pada perhitungan aktuaria
terakhir.

2.35. MULAI DAN BERAKHIRNYA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN

2.35.1. Manfaat Pensiun Normal atau Manfaat Pensiun Dipercepat atau Manfaat Pensiun
Cacat mulai dibayarkan sejak Peserta pensiun/Cacat.

2.35.2. Pensiun Ditunda mulai dibayarkan sejak Peserta mencapai usia pensiun dipercepat
atau setelahnya berdasarkan pilihan Peserta.

2.35.3. Pembayaran Manfaat Pensiun pada angka 2.35.1 dan angka 2.35.2 ini akan
berakhir pada akhir bulan yang bersangkutan meninggal dunia.

2.36. MULAI DAN BERAKHIRNYA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN JANDA/DUDA

2.36.1. Manfaat Pensiun Janda/Duda mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah
Peserta/Pensiunan meninggal dunia.

2.36.2. Pembayaran Manfaat Pensiun Janda/Duda berakhir pada akhir bulan Janda/Duda
meninggal dunia atau menikah lagi.

2.37. MULAI DAN BERAKHIRNYA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN ANAK
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2.37. MULAI DAN BERAKHIRNYA PEMBAYARAN MANFAAT PENSIUN ANAK

2.38.

2.39.

2371, Manfaat Pensiun Anak mulai dibayarkan pada bulan berikutnya setelah
Peserta/Pensiunan meninggal dunia dan tidak mempunyai Janda/Duda atau
Janda/Duda meninggal dunia atau Janda/Duda menikah lagi.

2.37.2. Pembayaran Manfaat Pensiun Anak berakhir pada akhir bulan Anak meninggal
dunia atau tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam angka
2.31.3 dan angka 2.31 .4,

MANFAAT PENSIUN MINIMAL

2.38.1. Menetapkan Manfaat Pensiun Minimal sebesar Rp. 750.000 (tujuh ratus lima puluh
ribu rupiah) untuk yang tidak mengambil Uang Muka Manfaat Pensiun dan sebesar
Rp. 600.000 (enam ratus ribu rupiah) untuk yang mengambil Uang Muka Manfaat
Pensiun.

2.38.2. Uang Muka Manfaat Pensiun sebagaimana dimaksud dalam angka 2.38.1 ini adalah
Manfaat Pensiun yang diterima secara sekaligus sebesar 20% (dua puluh
perseratus) dari nilai sekarang dari Manfaat Pensiun.

MANFAAT LAIN TAHUN 2021

2.39.1. Jenis Manfaat Lain yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun adalah Dana Manfaat
Tambahan.

2.39.2. Sumber dana bagi jenis manfaat lain sebagaimana yang dimaksud pada angka
2.39.1 adalah Maksimal 10% hasil pengembangan dan surplus program pensiun
dan iuran tambahan dari pemberi kerja, apabila terdapat kekurangan pendanaan
yang besar dan jangka waktu pembayarannya ditetapkan berdasarkan hasil
perhitungan aktuaria sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

2.39.3. Memberikan Dana Manfaat Tambahan, 1 (satu) kali pada tahun 2021 kepada
Peserta yang Telah Efektif Pensiun pada tahun 2021 dengan jumlah sebesar
Rp.6.000.000,- (Enam juta rupiah), yang sumber pendanaannya diperoleh dari
Surplus.

2.39.4. Kecukupan pendanaan atas Dana Manfaat Tambahan dinilai berdasarkan hasil
valuasi aktuaria atas persetujuan Pendiri.

2.39.5. Pembayaran Dana Manfaat Tambahan sebagaimana dimaksud dalam angka 2.39.3
Pasal ini dilaksanakan pada tahun 2021 dan dibayarkan paling lambat 2 (dua)
minggu sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021 atau setelah mendapat
pengesahan Peraturan Dana Pensiun dari OJK.

2.39.6. Bagi Peserta yang Telah Efektif Pensiun yang telah menerima Tunjangan Hari Raya
Keagamaan dari Pendiri pada tahun 2021 maka tidak memperoleh Dana Manfaat
Tambahan sebagaimana dimaksud pasal ini.

2.39.7. Dalam hal terdapat kekurangan pendanaan untuk pembayaran Dana Manfaat
Tambahan, pemberi kerja wajib menyediakan kekurangannya.
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